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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 

3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan 

perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan 

peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai 

landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah 

ditentukan.1 

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, segala bidang 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan globalisasi. 

Dengan adanya perkembangan globalisasi ini telah sangat berpengaruh pada 

seluruh sistem perekonomian negara. Semakin banyak kegiatan ekonomi yang 

dilakukan suatu negara, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya 

perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Dengan adanya kondisi seperti ini, sektor 

riil tentu akan semakin bergerak maju atau semakin tumbuh dari waktu ke waktu. 

Untuk menjaga tingkat perekonomian nasional tetap stabil, Negara perlu 

membentuk sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif, efektik, dan 

efisien. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. 

 

 

 
1 Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Penerbit Nusa Media, 

Bandung, hlm. 1. 
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Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, 

bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem 

keuangan dan sistem pembayaran didunia.2 

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.3 

Pada dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa 

perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa 

perbankan berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan   sisi 

mana mereka berada.4 

Oleh karenanya lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam 

menjalankan usahanya, dimana dana yang dikumpulkan bank bukanlah jumlah yang 

sedikit, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Sedikit saja kesalahan 

yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya 

bisa fatal. Hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah tersebut haruslah disertai 

dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu 

pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara 

yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan 

 

 
 

 

2 Adrian Sutedi, 2007, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, 

Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1. 
3 Malayu S. P Hasibuan, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 4. 
4 Alifin Nurahmana Wanda, 2020, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait 

Dengan Informasi Kerahasiaan Bank, Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol.2 Nomor 1, 

Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 3. 
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salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak 

pidana di bidang perbankan.5 

Salah satu produk yang dimiliki bank yang sudah sangat banyak digunakan oleh 

masyarakat ialah rekening. Istilah rekening dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) ialah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya). 

Namun demikian, rekening bank tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum- 

oknum tertentu untuk melakukan tindak pidana. Bahkan, sekarang rekening bank 

tersebut diperjual belikan secara online melalui media sosial. Rekening bank yang 

diperjual belikan tersebut seringkali dijadikan tempat penampungan uang hasil tindak 

pidana seperti penipuan dan perjudian. Hal ini berkaitan dengan indikasi tindak 

pidana pencucian uang atau money laundering. 

Secara umum, money laundering merupakan metode untuk menyembunyikan, 

memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi 

tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan- 

kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.6 Kegiatan pencucian uang 

melibatkan kegiatan yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri 

dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan 

bersama-sama yaitu placement, layering, dan integration. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang disingkat (TPPU), menjelaskan secara 

normatif yang dimaksud pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi 

 

5 Moch Anwar, 1986, Tindak Pidana Dibidang Perbankan, Alumni, Bandung, hlm. 3. 
6 Yunus Husein, Makalah: ”Upaya Pemberantasan Pencucian Uang”, hlm. 2. 
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unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini. Unsur- 

unsur didalam tindak pidana ini adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan 

hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana. 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan:7 

”Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke 

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat 

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau 

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan 

asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang 

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. 

 

Salah satu contoh kasus praktik jual beli rekening Bank ialah kasus dengan 

putusan Mahkamah Agung Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr. Dalam kasus 

tersebut, 4 terdakwa atas nama Anjad Fendi badriawan, Bim Prasetyo, Aditya Wijaya 

dan Pipingan Tjok mengaku telah melakukan jual beli rekening sejak tahun 2017. 

Contoh kasus lain terkait praktik jual beli rekening bank sebagai sarana tindak 

pidana pencucian uang yang penulis temukan ialah jual beli rekening Bank BNI 

Syariah atas nama Nyayu Emawati dengan nomor rekening 821618026. BNI Syariah 

KCP Palembang Kota mendapat laporan bahwa rekening a.n Nyayu Emawati telah 

melakukan penipuan terhadap korban yang bernama Raj Binder Kaur yakni nasabah 

Bank BNI dengan Nomor rekening 737459900 sebesar Rp 220.000 dalam transaksi 

jual beli tas online. Nyayu Emawati telah dipanggil datang ke kantor BNI Syariah 

7 Republik Indonesia, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790. 
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KCP Palembang Kota dan mengaku bahwa rekening atas namanya tersebut telah 

dijual kepada kerabatnya. Kasus tersebut telah dianggap selesai, karena nasabah atas 

nama Nyayu Emawati bersedia mengembalikan uang korban. 

Cara dan teknik yang digunakan dalam teknik pencucian uang sangat bervariasi 

yang antara lain diterapkan oleh pelaku pencucian uang pada sektor perbankan dan 

non perbankan dengan memanfaatkan fasilitator professional, pendirian perusahaan 

gadungan, investasi di bidang real estate, pembelian produk asuransi, perusahaan 

sekuritas dan penyalahgunaan corporate vehicle.8 

Berdasarkan contoh kasus diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut hal ini dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul “Analisis Yuridis 

Terhadap Praktik Jual Beli Rekening Bank Ditinjau Dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8 Fiorida Mathilda, 2013, Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan, Sigma Mu 

Vol.5 Nomor 2, Bandung: UP MKU Politeknik Negeri Bandung, hlm. 56. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Agar pembahasan dalam penulisan ini lebih terfokus, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli rekening 

bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang? 

2. Bagaimana upaya pencegahan praktik jual beli rekening yang dapat 

dilakukan bank sebagai lembaga yang menerbitkan rekening? 

3. Bagaimana tanggung jawab pidana oleh Bank terhadap praktik jual beli 

rekening dimasa yang akan datang? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka 

tujuan dalam penelitian ini untuk memberi jawaban atas permasalahan yang ada. 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap praktik jual beli 

rekening bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

2. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan bank dalam pencegahan 

praktik jual beli rekening. 

3. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana Bank terhadap praktik 

jual beli rekening. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Penelitian ini diharapkan berguna atau bermanfaat bagi para 

akademis untuk menunjang perkembangan ilmu hukum, 

khususnya mengenai pengaturan hukum pidana terhadap praktik 

jual beli rekening bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang; 

b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu 

hukum serupa; 

c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para 

akademisi hukum. 

2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi 

hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menerapkan pidana 

pidana pencucian uang dalam praktik jual beli rekening bank, yaitu : 

a. Pembuat Undang-Undang : sebagai bahan masukan untuk 

merevisi, bahkan untuk membuat aturan hukum baru yang lebih 

tegas terkait praktik jual beli rekening bank untuk penipuan. 

b. Lembaga Peradilan : sebagai dasar pertimbangan untuk 

menerima, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan 

dengan praktik jual beli rekening bank untuk penipuan. 
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c. Masyarakat : sebagai penambah referensi masyarakat untuk 

menambah pengetahuan sehingga masyarakat dapat berperan 

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penelitian ini ruang lingkupnya terkait analisis mengenai pengaturan 

hukum pidana Indonesia terkait praktik jual beli rekening bank ditinjau dari dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembahasan ruang lingkup ini 

merupakan pedoman bagi penulis agar nantinya pembahasan tidak terlalu 

meluas dari makna yang terkandung di dalam rumusan masalah dan juga 

diharapkan dapat memberikan pola pikir yang utuh, terpadu dan sistematis 

dalam melakukan analis terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi tidak 

menutup kemungkinan menyinggung hal lain yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada pada judul tesis ini. 

F. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori diperlukan sebagai dukungan dalam membangun atau 

memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan diteliti/dianalisis. Dalam 

suatu penelitian diperlukan adanya poin-poin pemikiran/pendapat sebagai 

pedoman sedangkan teori berfungsi untuk memberikan arahan atau petunjuk 

dan meramalkan serta menjelaskan fenomena yang akan dibahas, dan karena 

penelitian ini merupakan penelitian empiris maka kerangka teori yang 
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digunakan selain ilmu hukum juga disinggung ilmu-ilmu sosial lainnya selain 

ilmu hukum. 

Kerangka teoretis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) 

ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan 

(d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Keempat 

ciri khas teoretis hukum tersebut dapat dituangkan dalam penulisan kerangka 

teoretis dan/atau salah satu ciri tersebut. 

Teori yang digunakan didalam penelitian ini penulis menggunakan teori: 

 

1. Grand Theory 

 

Teori Negara Hukum 

 

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan indonesia 

telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa 

“Negara Indonesia adalah negara hukum” yang ditetapkan pada 

tanggal 9 November 2001, rumusan seperti ini juga terdapat dalam 

konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.9 Secara Konsepsional 

terdapat lima konsep negara hukum yaitu: “Rechtstaat”, Rule Of 

Law, Sosialist Legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum 

(Indonesia), dan kelima istilah negara hukum tersebut masing- 

masing mempunyai karakteristik tersendiri.10 

Sekalipun ada perbedaan latar belakang paham antara rechstaat 
 

 
 

9 Jimly Assiddiqie, 2002, Konsolidadi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat 

Studi hukum Tata Negara, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.3 
10 Sugianto, 2018, Ilmu Negara (Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di 

Indonesia, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 18 
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atau the rule of law, namun lahinya istilah negara “negara hukum” 

tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Dalam usaha 

untuk lebih mencerminkan paham Indonesia maka dilakukan 

personifikasi, sehinga dalam kepustakaan Indonesia, dijumpai 

istilah lain, yang memberikan atribut “Pancasila”, sehingga menjadi 

“Demokrasi Pancasila”. Demikian juga istilah “negara hukum 

pancasila”. Dengan tidak mengecilkan usaha untuk mencerminkan 

istilah yang khas indonesia, istilah negara hukum sudah cukup jelas, 

untuk menujukkan bahwa istilah negara hukum adalah paham 

Indonesia, sebagaimana ditegaskan pada perubahan ketiga UUD 

1945 yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) yaitu “negara Indonesia 

adalah negara hukum”. 

Konsep Negara hukum yang digunakan di Indonesia dan 

pernah populer adalah istilah (rechtstaat). Sementara itu untuk 

memberikan ciri “ke Indonesianya”, juga dikenal istilah negara 

hukum dengan menambah atribut “Pancasila” sehingga menjadi 

“Negara Hukum Pancasila”, dalam hubungan ini, M. Scheltema 

mengungkapkan, ciri khas negara hukum bahwa negara 

memberikan peerlindungan kepada warganya dengan cara yang 

berbeda-beda. 

Pengertian yang mendasar dari negara hukum, dimana 

kekuasan tumbuh pada hukum dan semua orang sama dihadapan 

hukum, atau negara yang menempatkan hukum sebagai dasar 
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kekuasaan Negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam 

segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.11 

Untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan 

hukum, fungsi lembaga-lembaga penegak hukum sangat berperan 

penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. 

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dapat bersifat 

preventif dan represif melalui lembaga-lembaga penegak hukum, 

guna untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan 

pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sossial bagi 

seluruh warga negara.12 

Berdasarkan uraian tersebut, teori negara hukum ini diharapkan 

dapat menjadi landasan dalam menjawab permasalahan yang 

berkaitan dengan urgensi pengaturan hukum pidana terhadap 

praktik jual beli rekening bank ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Ibid, hlm. 30 
12 Ibid, hlm. 31 
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2. Middle Range Theory 

 
A. Teori Kepastian Hukum 

 

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai 

pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus 

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat 

adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan 

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya 

bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.13 

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das 

sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang 

harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia 

yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang 

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama 

individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan- 

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan 

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.14 

 

 

13 Dominikus Rato, 2010,  Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, ,hlm.59 

14 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.158. 
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Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas 

dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan 

(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem 

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada 

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen 

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan 

yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar 

tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu 

hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum 

yang buruk.15 

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat 

dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk 

nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan 

hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang 

melakukan. 

Gustav Radbruch mengemukakan ada 4 (empat) hal mendasar 

yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, 

bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah 

perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada 

 

15 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus 

Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385. 
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fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta 

harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari 

kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. 

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. 

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan 

perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya 

tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki 

ketentuan dalam menjalankan perilaku. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa untuk 

menjawab permasalahan mengenai bagaiman pengaturan hukum 

pidana terhadap praktik jual beli rekening bank dibutuhkan suatu 

peraturan perundang-undangan yang jelas agar tidak menimbulkan 

keraguan dimasyarakat dan dapat memberikan kepastian hukum. 

3. Applied Theory 

 

Teori Tanggung Jawab Pidana 

 

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh 

masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. 

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih 

dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus 

dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu 

tindak pidana.16 

 
16 Roeslan Saleh, 1990, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 

Jakarta, hlm 80. 
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Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat 

bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur 

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut 

terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila 

tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar 

atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang 

dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung 

jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam hal 

dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan 

hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia 

mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan 

perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. 

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 

 

1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat 

dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya 

tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undangundang hukum 

pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum 

pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat 

dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar 

seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. 
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Teori tanggung jawab pidana ini diharapkan mampu menjadi 

landasan dalam menjawab permasalahan yang bekaitan dengan 

tanggung jawab pidana oleh Bank terhadap praktik jual beli 

rekening dimasa yang akan datang. 

G. Definisi Konsep 

 

1. Rekening Bank 

 

Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening 

lain, atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh 

perseorangan, institusi, maupun bersama, yang dapat didebit dan/atau 

dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk Rekning 

antarkantor penyelenggara yang sama.17 Rekening bank Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hitungan pembayaran 

(uang berlangganan, uang sewa dan sebagainya). Sedangkan 

berdasarkan e-form pembukaan rekening bank BNI, rekening adalah 

catatan pembukuan Bank atas produk simpanan yang dibuka oleh 

nasabah perorangan pada Bank baik dalam Rupiah maupun mata uang 

asing atas dasar permohonan nasabah melalui sistem e-banking milik 

bank. 

Pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah badan usaha yang 

17 Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. 

Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5204. 
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menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

2. Tindak Pidana 

 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 

hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini 

terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia 

Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang 

dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli hukum 

berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya 

sampai kini belum ada keseragaman pendapat.18 

Secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya 

dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan 

istilah straafbaar feit secara utuh, ternyata straaf diterjemahkan juga 

dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan 

dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang 

sebenarnya tidak demikian halnya.19 

Untuk Kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni 

boleh dan dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata 

“feit” digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran 

18 Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, hlm. 67. 
19 Ibid 
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dan perbuatan. Secara literlijk, feit memang lebih pas untuk 

diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim 

digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari 

istilah overtrading sebagai lawan dari istilah misdrijven (kejahatan) 

terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan 

buku II KUHP.20 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 

didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.21 

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini 

adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan- 

perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan 

dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan 

masyarakat yang dianggap baik dan adil.22 

3. Tindak Pidana Pencucian Uang 

 

Istilah pencucian uang atau money laundering (Launder = 

mencuci, Laundering = mencuci, Laundry = binatu) atau tindak pidana 

pencucian uang. Pencucian uang ( Money Laundering ) dikenal sejak 

1936 di Amerika Serikat. Pada saat itu, kejahatan pencucian uang 

 
20 Ibid 
21 Ibid , hlm. 71. 
22 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta. 

Aksara Baru, hlm. 13. 
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berasal dari kejahatan perdagangan senjata api dan narkotika yang 

dilakukan oleh mafia kejahatan. Untuk menutupi atau menyamarkan 

kegiatannya, dilakukan pembelian perusahaan-perusahaan yang 

digunakan sebagai tempat menyembunyikan kegiatannya yang 

dihasilkan dari kejahatan.23 

Definisi secara ringkas adalah “suatu perbuatan membersihkan 

hasil yang kotor menjadi terlihat bersih”, kata terlihat bersifat itu kalau 

yang sebenarnya belum tentu bersih, hanya penampakannya. Apabila 

hasilnya adalah harta kekayaan yang berupa uang, berarti uangnya 

yang kotor dalam arti bukan kotor karena lumpur atau coretan, tetapi 

kotor karena berasal dari uang hasil kejahatan.24 

Pencucian Uang atau juga dikenal dengan money laundering 

adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta 

kekayaan melalui berbagai traansaksi keuangan sehingga seolah-olah 

diperbolehkan dengan cara yang sah.25 

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi 

Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan 

diantaranya : mengemukakan bahwa “money laundering is the process 

by which one conceals the illegal source, or illegal application of 

income, and than disguises that income to make it appear 

 

 
23 Imran, 2007. Praktik Pencucian Uang, Bandung . MQS Publishing. Hlm. 06 
24 Ibid. Hlm. 07 
25 Yudi Kristiana, 2015. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yogyakarta. Thara 

Media. Hlm. 17 



20  

legitimate”.26 

 

Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa 

“Secara populer dapat dijelaskan, bahwa aktifitas pencucian uang 

secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, 

menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu 

tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organization crime, maupun 

individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan 

tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau 

mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana 

tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah 

tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal 

H. Metode Penelitian 

 

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian karena 

tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menganalisis, menemukan, 

merumuskan serta menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan suatu 

kebenaran. Suatu metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan 

tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.27 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif 

yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 

26 Ibid, Hlm 18 
27 H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2007, Hukum Pidana (Tindak Pidana, 

Pertanggung jawaban Pidana dan Pemidanaan), Palembang, Universitas Sriwijaya, hlm. 175. 
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pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:28 

a. Tipe Penelitian 

 

Penelitian pada umumnya mempunyai tipe normatif dan empiris, 

pendekatan normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum 

yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan- 

putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam 

masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan 

dengan aturan lainnya secara hirearki, sedangkan pendekatan empiris 

atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu 

kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan 

nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. 

b. Sifat Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang 

menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam 

pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

28 Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105-106.
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2. Pendekatan Penelitian 

 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh 

deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai 

penerapan pasal-pasal dalam praktik jual beli rekening bank untuk 

tindak pidana pencucian uang. Peter Mahmud Marzuki menuturkan 

bahwa:29 

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan 

praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan 

bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian 

antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya 

atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau 

antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaahan tersebut 

merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. 

Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, pseneliti perlu mencari 

rasio logis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang 

tersebut”. 

 

Digunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

peneliti dalam melakukan diagnosa hukum terkait penerapan pasal 

dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana pencucian 

uang serta dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan 

filosofis antara undang-undang dengan penerapan pasal tersebut. 

 

 
 

 

 

 
 

29 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup, 

hlm. 35. 
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b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian- 

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum 

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan 

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam 

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 

dihadapi.30 

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan- 

pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan 

penerapan pasal praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana 

pencucian uang. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus 

terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok 

didalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu 

pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.31 

 

 

 

 
30 Ibid, hlm 95 

31 Ibid. hlm. 165. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

 

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk 

menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus 

memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, peneliti 

memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, 

baik hukum primer maupun sekunder.32 

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis 

datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data 

sekunder saja yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengola dan 

menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari 

berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.33 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perumusan 

masalah yang diteliti. Bahan hukum primer terdiri dari : 

a. Undang-Undang Dasar 1945; 

 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang; 

32 Zainudin Ali, Op.Cit., hlm. 47. 
33 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Rajawali 

Pers. hlm.163. 
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d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer.34 Bahan Hukum sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh 

dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber 

lainnya yang mendukung penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus(hukum), ensiklopedia.35 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian 

 

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Penelitian 

 

Metode pengumpulan bahan dalam penelitian ini diperoleh 

melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil 

penelitian36 yang kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan 

klasifikasi data dan informasi. 

 
34 Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan 

Singkat, Jakarta. Rajawali Pers, hlm. 13. 
35 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit., hlm. 32. 
36 Zainudin Ali, Op.cit, hlm. 107. 
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b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian 

 

Bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi 

dan sistematisasi37 terhadap peraturan perundang-undangan yang ada 

relevansinya dengan peraturan tentang tindak pidana pencucian uang. 

Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, 

maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan 

dengan cara sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis. 

5. Teknik Analisis Bahan-bahan Penelitian 

 

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, 

menjelaskan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat 

yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga 

mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.38 

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis mengenai pengenaan 

tindak pidana dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak 

pidana pencucian uang, untuk kemudian disistematisasi (termasuk 

interpretasi), menganalisa serta menilai bahan penelitian baik dari segi 

substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah 

yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat 

evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu 

kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini. 

37 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 

147. 
38 Ibid., hlm 127. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika 

berfikir deduktif yaitu cara berfikir dimana dari pernyataan yang 

bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.39 Dalam 

penarikan kesimpulan dengan logika berfikir deduktif ditemukan 

penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi 

dalam deduktif adalah konkritisasi (hukum) dan norma-norma hukum 

yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, 

kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan 

hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban 

atas permasalahan hukum.40 

Peraturan-peraturan yang bersifat umum mengenai peraturan 

pengenaan dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana 

pencucian uang ditafsirkan dan disimpulkan secara khusus dalam 

fakta-fakta perilaku hukum dan aturan-aturan hukum dalam proses 

menemukan jawaban oleh pihak-pihak terkait. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Abdul Kadir Muhammad, 2014, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung. Citra Aditya 
Bakti, hlm.8. 

40 Bambang Sunggono, Op.cit.,hlm. 12
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